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P UT U S A N

Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Wonosari  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman di  KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2024

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal

18 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  tanggal  14  Mei  2012  di  hadapan  Pejabat  PPN  KUA

Kecamatan  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx,  Provinsi  D.I.Yogyakarta

dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  82/18/V/2012  tanggal  14  Mei  2012.

Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka,  pernikahan  tersebut  merupakan  pernikahan  pertama  Penggugat

maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamt di xxxxxxxxx

xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, selama 12 (dua belas) tahun 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da

dukhul)  dan dari  pernikahan tersebut  telah dikaruniai  2  (dua)  orang anak

yang masing-masing bernama : 

3.1. ANAK I  ,  NIK 3403060103130001,  lahir  di  Gunungkidul  tanggal  01

Maret 2013, usia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan belum

tamat SD, pekerjaan pelajar,  sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  nomor  :  3403-LU-21032013-0034  tertanggal

21 Maret 2013, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

3.2.  ANAK II , NIK 3403065305170001, lahir di Sleman tanggal 13 Mei 2017,

usia  7  (tujuh)  tahun  4  (empat)  bulan,  pendidikan belum tamat  SD,

pekerjaan  pelajar,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Kelahiran  yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx nomor : 3403-LU-17052017-0029 tertanggal 17 Mei 2017,

saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.  

4. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun

2023 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak

mampu  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  sehingga  untuk  mencukupi

kebutuhan  rumah  tangga  Penggugat  harus  ikut  membantu  mencukupi

kebutuhan rumah tangga,  sehingga akibat  hal  tersebut  antara Penggugat

dan Tergugat sering terlibat percekcokan hampir setiap harinya 

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak  tanggal  bulan  Februari  tahun  2024  hingga  sekarang  selama  lebih
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kurang  7  (tujuh)  bulan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  karena  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  rumah  orang  tua

Penggugat  yang  mana  dalam  pisah  rumah  tersebut  saat  ini  Penggugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  dengan  alamat

sebagaimana  tersebut  di  atas  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah

kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.   

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh)

bulan,  maka hak dan kewajiban suami  istri  tidak terlaksana sebagaimana

mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat  dan  pihak  keluarga  Penggugat  telah  berupaya

mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan

musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak

berhasil. 

8. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat.

9. Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  selama  ini  tinggal

bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak

itu  sendiri  dan  rasa  kasih  sayang  Penggugat  terhadap  mereka,  maka

Penggugat  mohon  agar  anak-anak  tersebut  ditetapkan  berada  dalam

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

10. Bahwa  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  sangat

membutuhkan  biaya  pemeliharaan  yang  ditaksir  per  bulan  sejumlah  Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan dewasa/ mandiri Oleh karena

itu  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk  memberikan  nafkah

untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak

amar  putusan  dijatuhkan  sampai  kedua  anak  tersebut  dewasa/  mandiri
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dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap

tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Wonosari  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT).  

3. Menetapkan Pengggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas anak-

anak yang bernama : 

   3.1. ANAK I , lahir di Gunungkidul tanggal 01 Maret 2013, usia 11 (sebelas)

tahun 6 (enam) bulan.   

3.2. ANAK II , lahir di Sleman tanggal 13 Mei 2017, usia 7 (tujuh) tahun 4

(empat) bulan.

dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk

mengunjungi kedua anak tersebut.

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadlanah) ke....... anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima)

di  atas  sejumlah  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  setiap  bulan  yang

diberikan  melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10

(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di  luar

biaya pendidikan dan kesehatan. 

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili

elektronik  pingky.gio85@gmail.com,  Majelis  Hakim  telah  mencocokkan

dokumen asli  dengan dokumen yang di  upload di  Sistem Informsi  Peradilan

(SIP) dan dinyatakan telah sesuai;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas

Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 20  September 2024  yang dibacakan

di  dalam  sidang,  yang  isisnya  menerangkan  bahwa  yang  bersangkutan

( Tergugat)  tidak dikenal ; 

 Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa oleh karena Tergugat  tidak datang menghadap di

persidangan  dan  Tergugat    tidak  dikenal  di  alamat  yang  ditunjuk  oleh

Penggugat,  sehingga  Penggugat  dipandang  telah  tidak  cermat  dalam

menyusun  surat  gugatannya  dan  gugatan  Penggugat  dipandang  tidak

memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai

gugatan yang tidak jelas  (obscur lible) dan oleh karenanya gugatan tersebut

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Menyatakan  gugatan Penggugat  tidak dapat  diterima (niet  ontvankelijke

verklaard);
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2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Kamis   tanggal   26  September  2024   Masehi,

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446  Hijriyah, oleh kami  Dra. Sri

Sangadatun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Asep Ginanjar

Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

dibantu  oleh  Agung  Wibowo Putro,  S.Ag. sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Hakim Anggota

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  100.000,00
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3. Panggilan : Rp.  20.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  ...,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai                    :      Rp.                10.000  ,00  

Jumlah Rp.  190.000,00 

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)
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